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ABSTRAK

BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan perekenomian. Selain itu, BMT juga
diharapkan mendukung program SDGs. Maka dari itu diperlukan identifikasi strategi
efektif yang dapat memperkuat kontribusi BMT dalam mendukung tujuan pada SDGs
dan mengatasi tantangan operasional yang dihadapi dalam melayani kelompok
berpenghasilan rendah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami peran dan
evaluasi operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah dari BMT IMADA dalam
mencapai SDGs serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi operasional BMT IMADA. Penelitian masih terbatas lingkup poin SDGs yang
di maksud dalam lingkup ini hanya mencakup SDGs (1), SDGs (8) dan SDGs (10).
Penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) untuk Mengolah
data kualitatif dan kuantitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penilaian lembaga
keuangan mikro syariah belum berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian
SDGs di lingkungan sekitar. Masalah utama yang dihadapi LKMS BMT IMADA adalah
skala mikro, yang ditunjukkan oleh rendahnya modal yang dimiliki LKMS, dengan
prioritas nilai sebesar 0.25123. Sementara itu, masalah terkait prinsip syariah, di mana
anggota kurang memahami konsep syariah, menempati prioritas terakhir dengan nilai
0.15202. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah fokus pada penguatan internal
BMT melalui peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan anggota dan
optimalisasi pengelolaan modal. Digitalisasi juga dianggap sebagai langkah penting

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 8, Nomor 2, Desember 2024
http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

164


http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/
https://doi.org/10.37726/ee.v8i2.1305
mailto:88akurlink@gmail.com
mailto:2ariprahman@tazkia.ac.id

Ade Kurniawan Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah...

untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas distribusi dana, serta
memperkuat komunikasi dan sosialisasi kepada anggota dan masyarakat.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Mikro Syariah, SDGs, BMT, Analytic Network Process.

ABSTRACT

BMT has an important role in improving the economy. Apart from that, BMT is also
expected to be able to support the SDGs program. Therefore, it is necessary to identify
effective strategies that can strengthen BMT's contribution in supporting SDGs goals
and overcome operational challenges faced in serving low-income community groups.
The main objective of this research is to understand the role, operational evaluation
and provide recommendations to improve the operational effectiveness and efficiency
of BMT IMADA. Research is still limited. The scope of SDGs points referred to in this
scope only includes SDGs (1), SDGs (8) and SDGs (10). This research uses the Analytic
Network Process (ANP) method to process qualitative and quantitative data. The
findings of this research indicate that the assessment of sharia microfinance institutions
has not made a significant contribution to achieving SDGs in the surrounding
environment. The main problem faced by LKMS BMT IMADA is the micro scale, which
is indicated by the low capital owned by LKMS, with a priority value of 0.25123.
Meanwhile, problems related to sharia principles, where members do not understand
the concept of sharia, are busy with the last priority with a value of 0.15202. The
solution to overcome this is to focus on internal strengthening of BMT through
increasing sharia financial literacy among members and optimizing capital
management. Digitalization is also considered an important step to increase
operational efficiency, expand fund distribution, and strengthen communication and
outreach to members and the public.

Keywords : Islamic Microfinance Institutions, SDGs, BMT, Analytic Network Process

I. PENDAHULUAN komponen inti dari sistem ini adalah Lembaga
Seiring berkembangnya ekonomi global, Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
sistem keuangan yang inklusif dan Di Indonesia, LKMS memiliki peranan

berkelanjutan semakin dibutuhkan, terutama
di negara-negara mayoritas Muslim yang
membutuhkan sistem keuangan yang sesuai
dengan nilai-nilai agama Islam. Keuangan
syariah menawarkan sistem alternatif yang
berlandaskan pada tiga prinsip yakni prinsip
keadilan, partisipasi dan kepemilikan, ketiga
prinsip tersebut mendasari adanya pelarangan
terhadap transaksi yang melibatkan bunga
(riba), ketidakpastian (gharar), dan spekulasi
(maysir) (Hussain et al., 2016). Salah satu

sebagai lembaga keuangan dan sosial yang
mampu memberdayakan masyarakat kecil
dan mengatasi masalah sosial ekonomi
(Qadariyah et al., 2017). Peran tersebut dapat
dilihat melalui upaya penguatan dalam
mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM), yang dikenal
sebagai pilar utama perekonomian nasional.
Namun, UMKM masih dihadapkan pada
berbagai tantangan salah satunya kesulitan
mengakses sumber pembiayaan formal yang
disebabkan proses administrasi yang rumit,
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keterbatasan ~ jaminan dan  kurangnya
informasi yang memadai (Teruna &
Ardiansyah, 2024). Dalam konteks ini, LKMS
menawarkan solusi yang lebih inklusif dengan
memberikan akses keuangan yang sesuai
dengan syariah yang lebih mudah diakses oleh
UMKM, sehingga memperkuat sektor
ekonomi riil (Sari & Sulistyowati, 2023).
Gambar 1. Jumlah Pelaku Usaha LKM 10
Tahun Terakhir
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Berdasarkan grafik jumlah pelaku usaha
dalam sepuluh tahun terakhir dapat diketahui
bahwa LKMS mengalami pertumbuhan yang
cukup siginifikan sejak tahun 2017, yang
ditandai dengan didirikannya Bank Wakaf
Mikro (BWM). Meskipun terdapat fluktuasi
pada Dbeberapa tahun tertentu, secara
keseluruhan tetap menunjukkan adanya tren
pertumbuhan LKMS pada tahun 2015 sampai
awal tahun 2024. Tren ini menunjukkan
adanya peningkatan minat dan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.
Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan
pada LKMS menandakan bahwa peran
semakin penting dalam inklusi keuangan dan
pembangunan ekonomi masyarakat di
Indonesia

Salah satu bentuk LKMS yang berperan
penting dalam pemberdayaan ekonomi dan
sosial di Indonesia adalah Baitul Maal wat
Tamwil (BMT). BMT tidak hanya berfungsi
sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai
pusat pemberdayaan masyarakat, khususnya
di daerah pedesaan. Peran Baitul Maal wat
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Tamwil (BMT) terhadap  Sustainable
Development Goals (SDGs) adalah dengan
menyediakan layanan keuangan mikro
syariah, yang mencakup tiga aspek utama

yakni intermediasi keuangan, sosial dan
spiritual ~ (Bhinekawati, 2021). BMT
berkontribusi  pada SDG 1 (Tanpa

Kemiskinan), 8 (Meningkatkan Pertumbuhan)
dan 10 (Mengurangi Ketimpangan) dengan
menawarkan solusi keuangan mikro yang
memberdayakan masyarakat berpenghasilan
rendah, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim, untuk mengakses sumber daya

keuangan  dan = meningkatkan  mata
pencaharian (Ahmad & Ahmad, 2021,
Kumalasari & Farida, 2024). Inklusi

keuangan ini diperlukan untuk mendukung
perekonomian individu serta membangun
masa depan yang berkelanjutan melalui
mekanisme mikrofinansial (Haidar & Satifa,

2022).

Walaupun demikian, BMT di Indonesia
menghadapi  beberapa tantangan yang
menghambat efektivitasnya dalam

mengentaskan kemiskinan dan mendorong
pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah
signifikan adalah terbatasnya akses ke
layanan keuangan formal bagi pengusaha
mikro, yang sering mengandalkan BMT untuk
pembiayaan karena ketidakmampuan mereka
untuk mendapatkan pinjaman dari bank
(Febianto et al., 2019).

Selain itu, ketergantungan pada sumber
pendanaan eksternal, seperti bank syariah,
yang dapat menyebabkan rasio pembiayaan
terhadap simpanan (FDR) yang tinggi
melebihi 200% (Ascarya, 2021), yang
menunjukkan kelemahan keuangan structural.
Banyak BMT berjuang dengan tingkat
pembiayaan bermasalah (NPF) yang tinggi,
yang dapat membahayakan keberlanjutan dan
kelangsungan operasional BMT (Ascarya,
2021). Meskipun BMT telah menunjukkan
pertumbuhan dalam pembiayaan,
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keberlanjutan operasi BMT tetap menjadi
tantangan dalam efisiensi, karena BMT harus
menyeimbangkan jangkauan ke rumah tangga
berpenghasilan rendah dengan kelayakan
finansial (Jamaludin et al., 2023; Purwanto et
al., 2020). Tantangan-tantangan ini menyoroti
perlunya strategi yang lebih baik untuk
meningkatkan efisiensi dan dampak BMT
dalam lanskap keuangan mikro Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan peran penting
BMT dalam mempromosikan inklusivitas
ekonomi serta beragam tantangan
pengembangan BMT, penelitian ini akan
difokuskan pada satu institusi BMT. BMT
IMADA Kuningan dipilih sebagai fokus dari
penelitian ini. Pemilihan BMT IMADA
Kuningan tidak hanya didasarkan perannya
sebagai lembaga keuangan mikro syariah,
akan tetapi karena terdapat beberapa faktor,
yaitu: (i) BMT IMADA Kuningan memiliki
pendekatan unik yang memiliki fokus pada
pemberdayaan masyarakat melalui konsep
“Laku Pandai” tanpa kantor fisik yang
memperkuat interaksi langsung dengan
masyarakat sehingga memungkinkan untuk
menjangkau  masyarakat yang  belum
tersentuh lembaga keuangan formal; (ii) BMT
IMADA didirikan dengan visi yang kuat
dengan tujuan untuk mengembangkan
wirausaha baru serta meningkatkan status
anggota dari penerima manfaat menjadi
pemberi manfaat yang menunjukkan adanya
kontribusi konkret terhadap pemberdayaan
ekonomi lokal sekaligus upaya pencapaian
SDGs; (iii) BMT IMADA telah menunjukkan
adanya pertumbuhan signifikan  sejak
didirikan pada tahun 2022, dengan 8 kantor
cabang binaan dan 4 cabang berbasis masjid
dalam waktu yang relatif singkat.

Tujuan penelitian ini  adalah untuk
memahami peran, mengevaluasi operasional
Lembaga Keuangan Mikro Syariah dari BMT
IMADA dalam mencapai SDGs serta
memberikan rekomendasi untuk
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meningkatkan efektivitas dan efisiensi

operasional BMT IMADA.

I1. TINJAUAN PUSTAKA
A.Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(LKMS)

Salah satu alat utama dalam sistem
keuangan Islam adalah Lembaga keuangan
mikro Syariah, yang berupaya membantu
orang atau kelompok kecil yang tidak
memiliki akses ke perbankan. Mikrofinansial
Islam menekankan kejujuran dan keadilan
dalam semua transaksi, sesuai dengan prinsip
syariah, yang melarang spekulasi dan riba
(bunga) (Rahim et al., 2013). Menghindari
riba dan mengalokasikan keuntungan untuk
zakat dan sedekah untuk membantu yang
kurang beruntung adalah dua dari prinsip-
prinsip mendasar ini (Tamanni, 2019).

Skema bagi hasil lainnya termasuk
musyarakah (kemitraan) dan mudharabah
(kerja sama untuk memperoleh hasil) adalah
bagian dari prodak dan literasi syariahnya
(Amin et al., 2024). Lembaga keuangan mikro
(LKM) didefinisikan oleh Undang-Undang
No. 1 Tahun 2013 sebagai organisasi
keuangan yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat dan mendukung
pertumbuhan bisnis (Munfariha & Mukhlisin,
2024). Misi LKMS adalah membantu
masyarakat setempat dalam memenuhi
kewajiban keuangan mereka dengan cara
yang Kkonsisten dengan hukum syariah
(Widiyanto & Ismail, 2009)

Mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam,
lembaga keuangan mikro Islam (LKMS)
menyediakan modal yang dibutuhkan oleh
usaha kecil dan organisasi lainnya. Praktik
keuangan Islam, termasuk LKMS dan
perbankan Syariah, menganut asas Magrib,
akronim dari masyir, gharar, dan riba (bunga),
yang merupakan istilah-istilah yang harus
dihindari (Akbar, 2022).
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Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
memiliki peran penting dalam mendorong
pencapaian SDGs dengan memperluas inklusi
keuangan, khususnya di kalangan masyarakat
yang kurang terlayani. Namun, salah satu
tantangan utama yang mereka hadapi adalah
keterbatasan  akses permodalan, yang
membatasi kemampuan mereka untuk
memperluas operasi dan menjangkau lebih
banyak nasabah. Masalah ini diperparah oleh
tingginya tingkat Non-Performing Financing
(NPF), yang seringkali melebihi ambang batas
5% yang direkomendasikan oleh Bank
Indonesia.

Keterbatasan akses terhadap sumber
pendanaan yang terjangkau memaksa LKMS
bergantung pada modal internal atau
pembiayaan berbiaya tinggi, sehingga sulit
untuk menawarkan tarif kompetitif kepada
pengusaha mikro. Tingginya NPF, yang sering
kali diakibatkan oleh manajemen risiko yang
kurang memadai dan rendahnya literasi
keuangan nasabah (Amin et al., 2024),
semakin membebani keberlanjutan mereka,
mengurangi kemampuan mereka untuk
berkontribusi  secara  efektif  terhadap
pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan
ekonomi sesuai dengan SDGs (Kassim &
Satar, 2020).

B. Pembangunan Berkelanjutan (Sustai-
nable Development Goals/SDGS)
Indonesia merupakan salah satu negara

ekonomi terkemuka di dunia yang telah

mendukung Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs). Tujuan utama SDGs

ini, yang dilaksanakan di seluruh dunia,

meliputi pemberdayaan ekonomi tingkat
mikro,  penurunan  ketimpangan, dan

penghapusan kemiskinan (T. Apriani, 2021).

Perbaikan lingkungan yang signifikan,

dorongan untuk menjadi negara berkembang
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di berbagai domain dan adopsi serta
penggunaan konsep ekonomi berkelanjutan
yang tepat merupakan hasil yang diharapkan
dari implementasi SDGs.

Pada tanggal 25 September 2015, Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan disetujui di
Markas Besar PBB. Di antara 193 pemimpin
internasional yang hadir hari itu adalah Bapak
Jusuf Kalla, wakil presiden Indonesia saat itu.
17 tujuan utama dan 169 subtujuan yang
membentuk SDGs akan tercapai pada tahun
2030. SDGs menyediakan kerangka kerja
yang menyeluruh untuk beberapa bidang
pembangunan di Indonesia, seperti ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Karena itu, lebih banyak orang akan dapat
bekerja sama dan berinovasi, yang akan
mempercepat proses dan  memberikan
dampak yang baik di berbagai bidang
(Thought & Spring, 2015).

Secara Kkhusus, sektor ekonomi akan
memperoleh keuntungan dari implementasi
SDGs di Indonesia (Widiyanto & Ismail,
2009). Hal ini karena negara ini diprediksi
akan mengalami peningkatan investasi
berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja
yang layak, dan pengembangan teknologi
hijau. Sektor mikro ekonomi menjadi sasaran
SDGs, yang bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan sosial, meningkatkan akses
kesehatan, dan meningkatkan standar
Pendidikan (Anwar et al., 2023). Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
menekankan pada perlindungan
keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber
daya alam secara berkelanjutan, dan
mengambil  tindakan  konkret  untuk
memerangi perubahan iklim di sektor
lingkungan. Kemakmuran rakyat Indonesia
dan perdamaian serta stabilitas dunia akan
meningkat jika SDGs berhasil dicapai
(Suryomurti, 2018).
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Gambar 2. Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
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Mengurangi ketimpangan, baik di dalam
maupun antarnegara, merupakan prioritas lain
SDGs. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus

berupaya untuk menutup kesenjangan
ekonomi antara daerah pedesaan dan
perkotaan serta menjamin bahwa

pembangunan memberikan manfaat bagi
semua lapisan masyarakat, termasuk yang
terpinggirkan.

I11. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan data primer dan
sekunder, antara lain, untuk menyusun
temuannya. Wawancara dan survei akan
mengumpulkan data primer, sedangkan
investigasi terhadap materi dan literatur yang
relevan akan menyediakan data sekunder.

Wawancara, survei, dan studi dokumentasi
merupakan beberapa metode yang digunakan
untuk mengumpulkan data. Peneliti akan
terlibat dalam interaksi tatap muka dengan
orang-orang di BMT IMADA yang memiliki
pengetahuan relevan tentang topik penelitian
melalui  penggunaan wawancara. Yang
terakhir akan mengumpulkan informasi
tentang dampak dan operasi LKMS melalui
studi dokumentasi.

Adapun vyang menjadi subjek pada
penelitian ini adalah para praktisi, Pengurus,
tim  management dan nasabah serta
Masyarakat sekitar dengan rincian sebagai
berikut:
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Tabel 3. Subjek Penelitian

No Praktisi Jabatan
1 Hj.Siti nurasih Pembina BMT
IMADA/Praktisi

2 Drs.Didi Slamet Pengawas BMT
Riyadi IMADA

3 Enur Siti Direktur BMT
Nurrohmah.M.Pd  IMADA

4  Tuti Manager Marketing
Hermawati.A.Md

5  Sephia Nisa Putri ~ Admin/Teller
Aurelia

6  Dede Arif.S.Kom  Tim IT

7  Arsini Masyarakat

8  Juinah Masyarakat

9  Didi Rosyadi Masyarakat

10  Jumi Pelaku usaha

Penelitian ini menggunakan Analytic
Network Process (ANP) untuk menganalisis
data yang dikumpulkan. Ada tiga bagian
dalam penelitian ini yang menyusun Analytic

Network Process (ANP):

a. Tahap pertama membangun model.
Kegiatan penelitian meliputi
pengumpulan literatur yang relevan
untuk tinjauan literatur,
mengidentifikasi kerangka kerja
penelitian dan materi  kuesioner,
melakukan wawancara ahli untuk
menyempurnakan materi  penelitian

(seperti kuesioner), membangun dan
memvalidasi model.

b. Tahap Kuantifikasi Model 2. Di sini,
keputusan untuk memvalidasi kerangka
kerja atau model dibuat setelah
melaksanakan desain pembangunan
model. Langkah selanjutnya adalah
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membuat kuesioner ANP; ini akan
digunakan untuk mengumpulkan data
primer dari responden. Setelah itu,
kuesioner akan diuji untuk penyesuaian.
Terakhir, baik pakar maupun praktisi
akan disurvei.

c. Analisis Hasil Tahap 3. Dengan bantuan
Perangkat Lunak Super Decision dan
Microsoft Excel, langkah terakhir ini
dijalankan dengan benar. Langkah
selanjutnya adalah menganalisis
temuan, yang akan mengarah pada
kesimpulan dan rekomendasi
berdasarkan penelitian.

Gambar 3. Tahapan Penelitian ANP
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Hasil

T
S Interpretasi Hasil j—

Sumber: Ascarya (2005

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Peneliti pertama-tama melakukan
wawancara mendalam dengan pengurus untuk
mengidentifikasi peran BMT dan masalah
utama dalam pengelolaan BMT. Analisis
peran BMT dalam pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) dapat dijelaskan
lebih mendalam sebagai berikut:

1. SDG 1: Pengentasan Kemiskinan
BMT memberikan akses keuangan
mikro  berbasis  syariah  kepada
masyarakat berpenghasilan rendah, yang
sering kali tidak dapat mengakses
layanan perbankan konvensional karena
keterbatasan jaminan dan ketentuan
bunga. Melalui pembiayaan usaha kecil
dan program simpanan, BMT membantu

kelompok miskin dalam membangun
usaha produktif yang dapat
meningkatkan  pendapatan  mereka.
Program pendampingan usaha yang
dijalankan BMT juga membantu
nasabah dalam meningkatkan kapasitas
bisnis dan keterampilan pengelolaan
keuangan mereka, sehingga dapat
mengurangi risiko kemiskinan. Dalam
konteks ini, BMT tidak hanya berperan
sebagai lembaga keuangan tetapi juga
agen pemberdayaan sosial-ekonomi,
yang memberikan solusi untuk masalah
kemiskinan struktural melalui inklusi
keuangan yang berkelanjutan.

. SDG 8: Peningkatan Pertumbuhan

Ekonomi dan Lapangan Kerja
Peran BMT dalam meningkatkan
pertumbuhan ~ ekonomi  tercermin
melalui dukungannya terhadap
pengembangan usaha mikro dan kecil.
Dengan  menyediakan  pembiayaan
syariah yang berbasis prinsip keadilan
dan transparansi, BMT mendukung
usaha yang dapat menciptakan lapangan
kerja di tingkat lokal dan regional.
Usaha mikro yang berkembang
menghasilkan efek berantai dalam
meningkatkan daya beli masyarakat
sekitar dan mendorong aktivitas
ekonomi lokal. Selain itu, BMT
berkontribusi terhadap ekonomi
berkelanjutan dengan memberdayakan
sektor informal, yang pada gilirannya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
tingkat komunitas. BMT sering kali
mengadakan pelatihan bagi nasabahnya
dalam hal pemasaran, manajemen bisnis,
dan digitalisasi, yang meningkatkan
daya saing usaha mikro di pasar yang
lebih luas.

. SDG 10: Pengurangan Ketimpangan

BMT berperan dalam mengurangi
ketimpangan ekonomi dengan
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memberikan kesempatan yang sama
kepada masyarakat yang kurang
terlayani oleh perbankan konvensional.
Karena BMT beroperasi dengan prinsip
syariah yang mengedepankan keadilan
sosial, mereka fokus pada inklusi
kelompok miskin, khususnya di daerah
pedesaan. Ini menciptakan akses yang
lebih setara terhadap layanan keuangan
bagi  kelompok yang  biasanya
terpinggirkan, seperti petani kecil,
pedagang mikro, dan pekerja sektor
informal. Dengan memfasilitasi layanan
keuangan berbasis komunitas dan
pendampingan yang terjangkau, BMT
memberikan peluang kepada kelompok
tersebut untuk meningkatkan kondisi
ekonomi mereka tanpa beban utang yang
tidak adil. Ini  berdampak pada
pengurangan ketimpangan ekonomi di

masyarakat, serta mendukung
redistribusi sumber daya yang lebih
merata di seluruh lapisan sosial-
ekonomi.

Dari wawancara tersebut juga berbagai
masalah diidentifikasi dan disusun dalam
bentuk cluster dan node untuk membentuk
jaringan ANP.

Gambar 4. Struktur Jaringan ANP
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Mengoptimalkan peran pemerintah dalam pemanaanl

Pemenntah daerah periu menerbitkan peraturan mengenai pengeloiaan LKMS |

Sumber: Data diolah

Jelas dari gambar di atas bahwa ada
hubungan antara setiap klaster dan setiap
simpul. Ketika memikirkan setiap simpul,
mungkin saja simpul tersebut memengaruhi
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simpul lain dalam klaster yang sama
(ketergantungan internal) dan simpul dalam
Klaster ~yang berbeda (ketergantungan
eksternal).

Mencari tahu bagaimana setiap komponen
berkontribusi terhadap keseluruhan adalah
tujuan dari pendekatan ANP. Ini berarti
bahwa peneliti perlu melakukan perbandingan
dan sintesis untuk memastikan urutan
prioritas setiap simpul setelah mereka
mengurutkan dan memprioritaskan semua
simpul yang ada dalam hierarki kontrol atau
arsitektur  jaringan.  Setelah itu, Kkita
mengamati setiap simpul untuk menentukan
dampak umpan baliknya. Akhirnya, tingkat
relevansi simpul menentukan bagaimana hasil
masing-masing  dampak ini  dibobot.
Perbandingan dalam klaster yang berasal dari
kuesioner responden memberikan temuan
prioritas. Perbandingan klaster antara simpul
yang muncul dari survei ditunjukkan pada
gambar berikut.

Tabel 5. Data Hasil Sintesis Nilai Responden

Pada Aspek Node Masalah

Keteranga
n Node -
pada s1 $2 s3 sa Retsul Priorit
Cluster as
Masalah
Lembaga 0,177 0,466 0,178 0,167 0,247 7
Keuangan 92 24 01 82 49
Pengemban 0,228 0,316 0,282 0,172 0,249 5
gan Usaha 58 67 23 39 96
Pemberday 0,112 0,575 0,263 0,049 0,250 3
aan 14 51 21 18 01
Masyarakat
Simpanan 0,104 0,252 0,598 0,045 0,250 2
45 22 07 47 05
Pembiayaa 0,192 0,171 0,454 0,181 0,249 4
n 66 55 44 34 99
Skala 0,105 0,242 0,608 0,048 0,251 1
Mikro 71 15 05 99 22
Jasa 0,115 0575 0,257 0,050 0,249 6
Konsultasi 16 82 51 49 74
Prinsip 0,322 0,231 0,020 0,033 0,152 8
Syariah 08 78 45 76 01

Sumber: Data diolah

Beberapa faktor, termasuk jasa konsultasi,
skala mikro, lembaga keuangan,
pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan
perusahaan, tabungan, dan prinsip syariah
merupakan masalah yang terjadi pada
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lembaga keungan mikro syariah. Masalah
dalam Lembaga Keuangan terdiri dari
Kurangnya legalitas dan Persaingan Kketat.
Banyak lembaga keuangan syariah, terutama
yang berskala kecil atau mikro, sering
menghadapi tantangan dalam hal legalitas,
seperti perizinan atau regulasi yang rumit. Hal
ini bisa memengaruhi kredibilitas mereka dan
kemampuan untuk bersaing dengan lembaga
keuangan lainnya yang lebih mapan.

Setelah mengidentifikasi masalah-masalah
ini, peneliti menyusun kuesioner yang
kemudian dibahas kembali dengan responden.
Peneliti menggunakan Super Decision dan
Microsoft Excel untuk mengurutkan respons

survei  berdasarkan  kepentingan  dan
mengidentifikasi  isu-isu  yang  paling
mendesak. Berikut ini ditunjukkan oleh

diagram batang:

Gambar 5. Prioritas Cluster Masalah LKMS

Prinsip Syariah 0,15202 |

Jasa Konsultasi 0,24975 |

Skala Mikro 0,25123 |

Pembiayaan 0,25000 |
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Pemberdayaan Masyarakat 0,25001 |

Pengembangan Usaha 0,24997 |

Lembaga Keuangan 0,24750 |

0,00000 0,05000 0,10000 0,15000 0,20000 0,25000 0,30000

Sumber: Data diolah

Dari diagram di atas para responden
sepakat bahwa masalah LKMS BMT IMADA
kuningan ~ harus  diselesaikan  untuk
memperbaiki mewujudkan pencapaian tujuan
pembangunan  berkelanjutan  masyarakat
sekitar lingkungan. Berdasarkan wawancara
yang telah dilakukan, responden setuju bahwa
permasalahan yang di hadapi BMT IMADA
yang paling mendesak dan perlu diperbaiki
yaitu; permasalahan dengan legalitas yang
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tidak memadai, partisipasi anggota Yyang
rendah, tingkat independensi yang rendah,
daya saing yang rendah, biaya pengadaan
yang tinggi, dan pengembangan sistem.

Tahap selanjutnya adalah memberikan
solusi atas permasalahan yang ada dengan
menggunakan Klaster dan simpul masalah
yang diprioritaskan. Dengan memprioritaskan
fitur solusi permasalahan yang diperoleh dari
umpan balik data yang telah diolah. Terdapat
beberapa solusi yang disarankan Regulasi
Pemerintah, Optimalisasi Peran Pemerintah,
Pendampingan Usaha, Sosialisasi dan
Transparansi.

Gambar 6. Prioritas Cluster Solusi LKMS

0,11250125
0,18023625
0,13750125
0,12500125

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Pemerintah setempat perlu menerbitkan
peraturan mengenai pengeloaan LKMS.

LKMS harus mengoptimalkan peran

pemerintah dalam pendanaan dan

melakukan koordinasi dengan PINBUK

(Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
LKMS melakukan pendam pingandan
pembinaanterhadap nasabahatau
masyarakat dalam pengembangan usahanya
sehingga masyarakat dapat lebih berdaya
LKMS harus melakukan sosialisasi, lebih
akuntabel dantransfaran, melakukan
kerjasama dengan pihak-pihak lain,
melakukan pendayagunaansecara merata,

Sumber: Data diolah

Untuk mengatasi permasalahan, kordinasi
dengan pemerintah menjadi hal yang urgen
agar pemerintah memprioritaskan pendanaan
dan koordinasi dengan PINBUK (Pusat
Inkubasi Usaha Kecil) Sebagai Lembaga
pendamping BMT, dengan Angka cluster
solusi sebesar 0,18023625. Hal ini sejalan
dengan hasil investigasi sintesis ANP berikut
ini:

Gambar 7. Prioritas Solusi LKMS

Name Graphic Ideals |Normals| Raw |
Mengoptimalkan peran | iy 1 000000 | 0370989 |0.185494]
pemerintah dalam pendana~
Pemerintah daerah perlu I
menerbitkan peraturan me~ I LIS JERER) 0'05”40|
Pendampingan dan | ey (0830541 | 0.330010 0.165005|
pembinaan nasabah dalam |
Lozl I 0456943 0169521 0.084760)|

akuntanbel dan transpara~

Sumber: Data diolah
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Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah B. Pembahasan
utama yang perlu diselesaikan adalah 1. Peran BMT Dalam Mencapai SDGs

rendahnya modal yang dimiliki oleh LKMS,
tidak adanya lembaga penjamin simpanan,
rendahnya literasi anggota tentang keuangan,
kurangnya pendampingan dan pembinaan
nasabah, serta adanya batasan dalam
pembiayaan usaha. Selain itu, rendahnya
pemahaman anggota tentang konsep syariah
juga menjadi masalah yang signifikan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut,
beberapa solusi prioritas diusulkan. Solusi
utama yang disepakati adalah
mengoptimalkan peran pemerintah dalam
pendanaan dan melakukan koordinasi dengan
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).
Solusi  lainnya termasuk  memberikan
pendampingan dan pembinaan kepada
masyarakat dalam pengembangan usaha,
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan LKMS, serta pemerintah
daerah perlu menerbitkan peraturan yang
mendukung pengelolaan LKMS.

Penelitian ini menekankan pentingnya
peran teknologi digital dalam meningkatkan
efektivitas pengelolaan LKMS. Penggunaan
teknologi digital dapat memudahkan BMT
IMADA dalam  melakukan distribusi,
pendayagunaan, dan penyaluran dana, serta
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya
yang menunjukkan bahwa pembinaan
berbasis teknologi digital dapat meningkatkan
efektivitas kinerja LKMS.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut,
diharapkan pengelolaan BMT IMADA dapat
lebih efektif dan berkontribusi positif
terhadap pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan di lingkungan, Kkhususnya
dalam hal  pengurangan  kemiskinan,
peningkatan  kualitas  pendidikan, dan
kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

BMT memiliki peran signifikan dalam
mencapai poin-poin Sustainable
Development Goals (SDGs) yang berkaitan
dengan pengentasan kemiskinan (SDG 1),
peningkatan pertumbuhan ekonomi (SDG
8), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10)
(Wardiyanti, 2023). Dalam konteks SDG 1,
BMT menyediakan akses keuangan mikro
yang adil dan terjangkau bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, membantu mereka
keluar dari jerat kemiskinan melalui
pembiayaan usaha kecil yang
meningkatkan kesejahteraan dan mata
pencaharian mereka (A. Apriani etal., 2024;
Khanifa, 2018). Pada SDG 8, BMT
mendorong pertumbuhan ekonomi lokal
dengan memfasilitasi pengembangan usaha
mikro dan kecil, yang berkontribusi pada
penciptaan lapangan kerja dan
meningkatkan ~ perekonomian  daerah
(Apriani et al., 2024; Khanifa, 2018).
Untuk SDG 10, BMT berperan dalam
mengurangi ketimpangan dengan
memberikan kesempatan yang sama bagi
kelompok marjinal yang sulit mengakses
layanan keuangan konvensional, sehingga
menjadikan inklusi keuangan semakin luas
dan memperkecil kesenjangan ekonomi di
masyarakat (Khanifa, 2018; Trimulato et
al., 10 C.E.; Wardiyanti, 2023).

2. Evaluasi Operasional BMT Imada

Beberapa  faktor, termasuk jasa
konsultasi, skala mikro, lembaga keuangan,
pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan
perusahaan, tabungan, dan prinsip syariah
merupakan masalah yang terjadi pada
lembaga keungan mikro syariah. Masalah
dalam Lembaga Keuangan terdiri dari
Kurangnya legalitas dan Persaingan ketat.
Banyak lembaga keuangan syariah,
terutama yang berskala kecil atau mikro,
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sering menghadapi tantangan dalam hal
legalitas, seperti perizinan atau regulasi
yang rumit. Hal ini bisa memengaruhi
kredibilitas mereka dan kemampuan untuk
bersaing dengan lembaga keuangan lainnya
yang lebih mapan.

Di Indonesia, pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro merupakan
langkah menuju penetapan landasan
hukum bagi operasionalnya (Ali et al.,
2016). Namun, banyak IMFI yang masih
beroperasi tanpa pengakuan hukum yang
jelas, yang dapat membatasi kemampuan
mereka untuk menarik pendanaan dan klien,
serta membuat mereka menghadapi risiko
hukum (Awuah & Addaney, 2016).
Lembaga  keuangan  syariah  juga
menghadapi persaingan yang ketat, baik
dari lembaga konvensional maupun sesama
lembaga keuangan syariah. Persaingan ini
membuat lembaga-lembaga kecil sulit
berkembang jika tidak memiliki nilai
tambah yang kuat. LKMS sering kali
menghadapi persaingan langsung dengan
bank  konvensional yang  mungkin
menawarkan produk keuangan serupa
tanpa  batasan  kepatuhan  syariah.
Persaingan ini dapat menyebabkan
perlombaan menuju tingkat terendah dalam
hal suku bunga dan penawaran layanan,
yang dapat melemahkan keberlanjutan
IMFI (Nawawi et al., 2022).

Masalah Pengembangan Usaha terdiri
dari kurangnya inovasi dan partisipasi
anggota. Pada tingkat komunitas atau
anggota, seringkali terjadi keterbatasan
inovasi dalam pengembangan usaha.
Keterbatasan ini mungkin disebabkan oleh
kurangnya pendidikan atau akses terhadap
teknologi baru yang dapat membantu
meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Ketergantungan pada model keuangan
mikro tradisional tanpa adaptasi terhadap
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konteks lokal dapat menyebabkan stagnasi
dan berkurangnya relevansi di mata calon
nasabah (Hassan et al., 2021). Integrasi
teknologi dalam pemberian layanan sangat
penting untuk meningkatkan efisiensi
operasional dan keterlibatan klien. Namun,
banyak LKMS vyang tertinggal dalam
mengadopsi solusi digital yang dapat
menyederhanakan proses dan
meningkatkan akses klien terhadap layanan.
Kesenjangan  teknologi  ini  dapat
mengakibatkan inefisiensi dan kegagalan
dalam memenuhi ekspektasi klien yang
terus berkembang, khususnya demografi
muda yang lebih paham teknologi (Fianto
etal., 2019).

Masalah lainnya adalah rendahnya
partisipasi anggota dalam pengembangan
usaha. Tanpa partisipasi aktif dari anggota,
sulit bagi lembaga keuangan syariah untuk
mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran
mengenai layanan yang ditawarkan oleh
IMFI dapat berdampak signifikan terhadap
partisipasi anggota. Banyak klien potensial
yang  mungkin  tidak  sepenuhnya
memahami manfaat bekerja sama dengan
IMFI atau mungkin memiliki
kesalahpahaman tentang layanan yang
diberikan. Strategi penjangkauan yang
efektif  diperlukan  untuk  mendidik
masyarakat tentang manfaat keuangan
mikro Islam dan untuk mendorong
partisipasi (Cheumar et al., 2023; Mas’ud,

2021).
Masalah simpanan yaitu Rendahnya
Jumlah  Simpanan. Banyak LKMS

menghadapi masalah rendahnya jumlah
simpanan dari nasabah (Azrak & Edema,
2022). Masyarakat, terutama dari kalangan
ekonomi lemah, seringkali memiliki
keterbatasan untuk menyimpan uang secara
rutin. Hal ini mempengaruhi likuiditas
lembaga dan kapasitas mereka untuk
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menyalurkan pembiayaan kepada nasabah
lain. Masalah pembiayaan yaitu Risiko
Pembiayaan. Pembiayaan kepada
kelompok usaha mikro dan kecil sering kali
memiliki risiko tinggi karena nasabah tidak
memiliki agunan yang cukup, usaha yang
tidak stabil, atau kurangnya catatan
keuangan yang baik. Dalam konteks
LKMS, risiko ini semakin besar jika
nasabah tidak memahami prinsip-prinsip
keuangan syariah, seperti bagi hasil,
sehingga meningkatkan  kemungkinan
kredit macet atau gagal bayar. Bahaya
moral muncul ketika peminjam melakukan
perilaku  berisiko setelah menerima
pembiayaan, karena mengetahui bahwa
konsekuensi dari perilaku tersebut tidak
akan berdampak sepenuhnya pada mereka.
Masalah ini sangat umum terjadi pada
keuangan  mikro  syariah, dimana
kurangnya jaminan dan ketergantungan
pada kepercayaan dapat menyebabkan
tingkat gagal bayar yang lebih tinggi (Isa et
al., 2021).

Banyak LKMS  belum  mampu
menyediakan  berbagai jenis produk
pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan
nasabah, baik dari sisi modal kerja,
investasi, maupun pembiayaan jangka
panjang. Ini mengakibatkan kesulitan bagi
nasabah untuk memilih produk yang sesuai
dengan kebutuhan mereka, terutama ketika
mereka membutuhkan modal yang
fleksibel. Masalah pada prinsip syariah
yaitu Kurangnya pemahaman tentang
konsep syariah. Salah satu tantangan
terbesar dalam lembaga keuangan syariah
adalah minimnya pemahaman di antara
anggotanya mengenai prinsip-prinsip dasar
syariah. Hal ini dapat menghambat
implementasi yang efektif dari prinsip
syariah dalam operasi keuangan mereka.

Banyak anggota IMFI  mungkin
memiliki kesalahpahaman tentang apa
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yang dimaksud dengan praktik keuangan
syariah.  Kesalahpahaman ini  dapat
menimbulkan  ketidakpercayaan  dan
keengganan untuk terlibat dengan IMFI,
yang pada akhirnya berdampak pada
pertumbuhan dan keberlanjutan mereka
(Alietal., 2016; Awuah & Addaney, 2016).

Misalnya, anggota mungkin bingung
membedakan keuangan Islam dengan
keuangan konvensional, sehingga

menimbulkan skeptisisme terhadap klaim
etis yang dibuat oleh IMFI (Nepal, 2023).

Berbagai tantangan yang dihadapi BMT
mengindikasikan bahwa peran lembaga ini
dalam mendukung pencapaian SDGs masih
belum optimal. Masalah legalitas, misalnya,
menunjukkan bahwa beberapa BMT
mungkin beroperasi tanpa izin atau regulasi
yang jelas, yang dapat memengaruhi
kredibilitas mereka dan membatasi
kemampuan untuk menarik pendanaan.
Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam
skala  operasional dan kepercayaan
masyarakat, sehingga berpotensi
menghambat kontribusi BMT terhadap
pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan
peningkatan pertumbuhan ekonomi (SDG
8). Legalitas yang lemah juga mengurangi
peluang bagi BMT untuk berkembang dan
memperluas  akses  keuangan  bagi
masyarakat marjinal, yang sebenarnya
penting untuk mengurangi ketimpangan
ekonomi (SDG 10).

. Rekomendasi untuk Peningkatan Peran

BMT Imada

Untuk mengatasi permasalahan,
kordinasi dengan pemerintah menjadi hal
yang urgen agar pemerintah
memprioritaskan pendanaan dan
koordinasi dengan PINBUK  (Pusat
Inkubasi Usaha Kecil) Sebagai Lembaga
pendamping BMT. Koordinasi dengan
pemerintah menjadi hal yang sangat urgen
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agar BMT mendapat dukungan dalam
bentuk pendanaan dan kebijakan yang
berpihak pada pengembangan usaha kecil
(Siregar & Nawawi, 2023).

Dengan adanya prioritas dari pemerintah,
BMT dapat lebih mudah mengakses
sumber daya yang diperlukan untuk
mendukung nasabah mereka. Selain itu,
kerjasama dengan Pusat Inkubasi Usaha
Kecil (PINBUK) sebagai lembaga
pendamping BMT juga sangat penting.
PINBUK berperan dalam memberikan
pelatinan, konsultasi, dan pendampingan
kepada usaha kecil, vyang dapat
meningkatkan efektivitas dan keberhasilan
usaha nasabah BMT. Dengan koordinasi
yang baik antara pemerintah, PINBUK,
dan BMT, maka pemberdayaan ekonomi

masyarakat kecil dapat berjalan lebih
optimal dan berkelanjutan.
Untuk solusi  selanjutnya adalah

pendampingan usaha oleh BMT. Dimana
itu sangat penting untuk memastikan
keberhasilan dan keberlanjutan usaha
nasabah, terutama bagi mereka yang baru
memulai atau mengembangkan usaha kecil
(Bariroh, 2023; Ritonga, 2019). Dengan
pendampingan, BMT dapat membantu
nasabah dalam meningkatkan kapasitas
manajerial, memahami pengelolaan
keuangan, serta mengurangi risiko gagal
usaha, sehingga tidak hanya meningkatkan
kesejahteraan  nasabah  tetapi  juga
memperkuat peran BMT  dalam
memberdayakan ekonomi masyarakat dan

mendukung pencapaian tujuan inklusi
keuangan.
Selain itu, langkah-langkah

akuntabilitas dapat membantu memitigasi
risiko yang terkait dengan kesalahan
pengelolaan keuangan dan penipuan.
Untuk meningkatkan keberlanjutan LKMS,
pemerintah  juga dapat menawarkan
dukungan finansial dan insentif. Hal ini
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dapat mencakup hibah, pinjaman berbunga
rendah, atau insentif pajak untuk LKMS
yang menunjukkan pengelolaan yang
efektif dan dampak terhadap masyarakat
(Kusnanto et al., 2022).

Di samping itu, penting juga peran
peraturan pemerintah. Salah satu alasan
utama penetapan peraturan LKMS adalah
untuk memastikan kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip Syariah. Kerangka
peraturan yang terdefinisi dengan baik
dapat memberikan pedoman yang jelas

mengenai  praktik  keuangan  yang
diperbolenkan, membantu  mencegah
ketidakpatuhan dan menumbuhkan

kepercayaan di antara klien (Haekal et al.,
2022). Tanpa peraturan tersebut, terdapat
risiko salah tafsir terhadap prinsip-prinsip
syariah  yang  dapat  menurunkan
kredibilitas LKMS. Selain itu, solusi dan
transparansi penting untuk membangun
kepercayaan klien dan menarik calon
investor (Romadhona et al., 2022).

V. KESIMPULAN

BMT memiliki peran yang signifikan
dalam mendukung pencapaian SDGs,
terutama dalam pengentasan kemiskinan
(SDG 1), peningkatan pertumbuhan ekonomi
(SDG 8), dan pengurangan ketimpangan
(SDG 10). Dengan menyediakan akses
keuangan mikro berbasis syariah, BMT
berkontribusi pada pengembangan usaha
mikro dan kecil di kalangan masyarakat
berpenghasilan ~ rendah, yang  kerap
terpinggirkan dari akses layanan keuangan
konvensional. Keberadaan BMT tidak hanya
meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga
membantu mengurangi kesenjangan ekonomi
di masyarakat. Selain itu, BMT berperan
sebagai agen pemberdayaan sosial yang
mendorong perkembangan usaha mikro dan
penciptaan lapangan kerja lokal, yang
berdampak positif pada perekonomian daerah.
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Namun, Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
menghadapi  berbagai tantangan  yang
menghambat optimalisasi perannya sebagali
lembaga keuangan mikro syariah. Masalah
legalitas menjadi kendala utama, karena
regulasi yang ada belum sepenuhnya
mengatur operasional BMT secara spesifik.
Partisipasi anggota yang masih rendah juga
menunjukkan adanya keterbatasan dalam
mengedukasi masyarakat mengenai manfaat
bergabung dengan  BMT.  Terakhir,
keterbatasan pendanaan dan teknologi
membatasi kemampuan BMT  dalam
meningkatkan kualitas layanan, efisiensi
operasional, serta  adaptasi  terhadap
perubahan teknologi yang diperlukan untuk
menjangkau lebih banyak anggota secara
efektif. Kombinasi tantangan ini
menunjukkan bahwa peran BMT sebagali
pendukung ekonomi mikro belum
sepenuhnya optimal.

Maka dari itu perlu adanya koordinasi yang
lebih kuat dengan pemerintah dan lembaga
pendamping seperti PINBUK. Dukungan dari
pemerintah dalam bentuk pendanaan, regulasi
yang memadai, serta program pelatihan dan
pendampingan usaha sangat penting untuk
meningkatkan keberlanjutan dan daya saing
BMT di tengah persaingan ketat di sektor
keuangan mikro. Dengan kolaborasi yang
sinergis antara pemerintah, BMT, dan
PINBUK, BMT dapat beroperasi lebih efektif
sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi
dan inklusi keuangan yang berkelanjutan.
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